BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bukti Visum et Repertum memberikan informasi medis yang objektif dan

dapat dipertanggungjawabkan, dengan tidak dipertimbangkan  atau
pengabaian bukti Visum et Repertum seringkali menyebabkan hilangnya
fakta-fakta penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam
mengambil Keputusan. Pengabaian bukti Visum et Repertum dapat
memengaruhi penilaian hakim terhadap kebenaran perkara. Hal ini
berpotensi mengarah pada putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan
fakta yang ada dan tentunya untuk memastitkan keadilan serta perlindungan
hak-hak korban, penting bagi sistem peradilan untuk menegaskan
pemanfaatan semua bukti yang relevan, termasuk Visum et Repertum agar
korban dapat mendapatkan keadilan yang semestinya dan pelaku
mendapatkan hukuman yang semestinya, sehingga ini menyebabkan
pengaruh pengabaian bukti Visum et Repertum mempunyai pengaruh besar
terhadap putusan akhir.
B. Saran

Untuk penegak hukum khususnya judex factie, diharapkan agar dalam
memeriksa dan mengadili suatu perkara lebih memperhatikan fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan dan tidak mengabaikan bukti kuat
seperti Visum et Repertum dalam kasus perkosaan yang membantu

membuktikan apakah perkosaan tersebut memang benar terjadi dan bukti
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ini dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara, kemudian dapat mengkaji
lebih dalam fakta-fakta tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini

dimaksudkan agar tercipta suatu kepastian dan keadilan kepada korban.
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